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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2019

KEMENKEU. Tarif Bea Masuk. Barang Impor.
Perjanjian atau Kesepakatan. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.04 /2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN

Menimbang

ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan Protocol to Amend the
Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and
Certain Agreements thereunder between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s
Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan
Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)
yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan
ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk
atas barang impor berdasarkan the Framework on
Comprehensive Economic Co-Operation and Certain
Agreements thereunder between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s
Republic of China;
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Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic
of Chile (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Chile) yang telah diratifikasi dengan Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2019, perlu mengatur tata
cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian
atau kesepakatan internasional atas barang impor yang
berasal dari Chile;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3612);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pengesahan Protocol to Amend the Framework on
Comprehensive Economic Co-Operation and Certain
Agreements thereunder between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s
Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan tertentu antara Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 206);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Comprehensive  Economic  Partnership
Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Chile
(Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Chile) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 30);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1980) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/PMK.04 /2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04 /2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea
Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang
besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN).
(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dalam skema:

a. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

b. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

c. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

d. Indonesia-dapan Economic Partnership Agreement
(IJEPA);

e. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA);

f.  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA);

g. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement
(IPPTA);

h. ASEAN-Japan Comprehensive Economic
Partnership (AJCEP);

i.  Memorandum of Understanding between The
Government of The Republic of Indonesia and
The Government of The State of Palestine on
Trade  Facilitation for  Certain  Products
Originating from Palestinian Territories; dan

j- Indonesia-Chile Comprehensive Economic

Partnership Agreement (IC-CEPA).
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Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

internasional.

Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan terhadap:

a.

impor barang untuk dipakai yang menggunakan

pemberitahuan pabean impor berupa

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

impor barang untuk dipakai yang menggunakan

pemberitahuan pabean impor berupa

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB,

yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah

mendapatkan persetujuan untuk menggunakan

Tarif Preferensi;

impor barang untuk dipakai yang menggunakan

pemberitahuan pabean impor berupa

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB,

yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah

mendapatkan persetujuan untuk menggunakan

Tarif Preferensi; atau

pengeluaran barang hasil produksi dari

Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:

1. bahan baku dan/atau bahan penolong
berasal dari luar Daerah Pabean;

2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan
Bebas telah mendapat  persetujuan
penggunaan Tarif Preferensi; dan

3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan
Bebas yang telah memenuhi persyaratan
sebagai pengusaha yang dapat

menggunakan Tarif Preferensi.

Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 3, harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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